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NOMOR : P.32/MENHUT-11/2009
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RTKkRHL-DAS)

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitass dan Reklamas Hutan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran
Sungai (RTKRHL- DAYS);

1.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagamana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang
Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4776);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



M enetapkan

10.

11.

12.
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Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

Peraturan Pressden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Pressden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisas dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah bebergpa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-
11/2005 tentang Struktur Organisass dan Tata Kerja
Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P. 64/Menhut-11/2008 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI (RTKkRHL-DAYS).

Pasal 1

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik
Rehabilitas Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sunga (RTKRHL-DAS) adalah
sebagal mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri Kehutanan ini menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dan Unit Pelaksana Teknis dalam
menyusun RTKRHL-DAS.
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Pasal 3
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 11 Me 2009

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 15 Me 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P. 32/MENHUT-11/2009
TANGGAL : 11 Mei 2009

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
(RTKRHL-DAS)



